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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah

yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia atau

bukan untuk diperuntukan untuk honor guru dan tenaga pendidikan yang ASN

melainkan untuk satuan pedidikan dasar sebagai wajib belajar.

Untuk meningkatkan akses mutu pendidikan sebagai salah satu perioritas

pembangunan nasional. Perlu mendorong pemerintah daearah dalam

menyelenggarakan pndidikan melalui pengalokasian dana Bantuan Operasioanl

Sekolah (BOS) reguler.

Agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan

tujuan dan tepat sasaran dan perlu adanya transparansi dalam penyusunan

anggaran sesuai dengan juknis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum

masyarakat dan komponen-komponen yang akan dibiayai oleh BOS seperti

pembangunan perpustakaan dengan pembelian buku kegiatan pembelajaran dan

ekstrakurikuler. Pengelolaan penyumbangan profesi guru tenaga kependidikan

serta pengelolaan manajemen sekolah dan pembayaran daya dan jasa.

Kebijakan ini telah ditindaklanjuti dengan kebijakan penjelas dalam

bentuk Peraturan Pemerintah tentang program Wajib Belajar dan juga Peraturan

Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam rangka percepatan pencapaian

program wajib belajar pemerintah telah menjabarkan kebijakan publik tersebut

dalam berbagai program, salah satu di antaranya adalah program pemerataan dan

perluasan akses layanan pendidikan dasar.
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Program ini dimaksudkan untuk mempermudah akses layanan pendidikan

dasar menengah khususnya bagi warga negara yang mengalami hambatan karena

faktor geografis maupun karena faktor ekonomi. Salah satu program pemerintah

dalam rangka memeratakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui

pengalokasian dana yang memadai adalah program BOS yang dimulai pada bulan

Juli tahun 2005. Semua komponen-komponen dalam BOSDA yang cukup

signifikan dijadikan langkah strategis pemerintah dalam menyelenggarakan

program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar yang bermutu. Secara khusus

program ini bertujuan untuk meringankan biaya-biaya peserta didik pada siswa-

siswi SD dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah.

Kebijakan sekolah gratis ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, selain

kenaikan unit cost dana BOS yang diberikan kepada sekolah juga adanya

perbaikan tingkat kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, serta adanya

kewajiban pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mendapatkan

anggaran apabila dana BOS belum mencukupi sebagaimana tertuang dalam buku

panduan dana BOS.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS dalam pelaksanaannya

tidak selalu seperti yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait

dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada unit

cost tiap siswa dikalikan dengan jumlah murid. Bagi sekolah yang memiliki

jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karenasekolah tersebut

menerima dana dalam jumlah yang cukup besar.
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Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya

akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang jumlahnya sama dan

harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa

besar atau kecil.

Karena jumlah dana BOS yang diterima hanya berdasarkan jumlah siswa

yang ada disekolah menurut kemmpuan sekolah.

Penggunaan dana BOS selain dari petunjuk Juknis harus ada kesepakatan

dan keputusan bersama antara Tim BOS dan Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.

Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita

Acara Rapat dan ditanda tangani oleh Peserta Rapat.

Kesepakatan penggunaan Dana BOS harus di dasarkan pada Skala

Prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan khususnya untuk pengembangan program

peningkatan kualitas belajar peserta didik sekolah.

Pengelolaan Dana BOS di sekolah dilakukan oleh  Tim BOS di sekolah

teritama Penanggung jawab Kepala Sekolah. Tim Sekolah ditetapkan oleh Tim

Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab

2. Anggota terdiri dari :

- Bendahara

- Unsur Guru

- Unsur Komite Sekolah
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- Unsur Orang Tua Wali Murid yang dipilih Kepala Sekolah dan

Komite Sekoulah dengan mempertanggung jawabkan Kredibilitas

dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

- Yang terakhir pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan

dana BOS.

Setiap penggunaan Dana BOS di sekolah SMA I Tojo perlu memberikan

informasi yang benar kepada masyarakat dengan memasang papan informasi

disekolah sebagai bentuk transparansi pihak sekolah yang dapat

dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas.Dalam implementasi MBS

di sekolah, pengelolaan dana BOS menggunakan prinsip transparansi dan

akuntabilitas, yang mana pelaporan dana BOS harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah dan masyarakat. Selain itu,

pengelolaan BOS melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan

maupun dalam pengawasannya (Depdiknas, 2012:4). Suharsimi Arikunto

(2003:1)

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh

dalam suatu karya ilmiah dengan judul: Analisis Transparansi Dan Akuntabel

Pengelolaan Dana BOS di SMA I Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-

Una.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah

pokok sebagai berikut : Bagaimana Transparansi Dan Akuntabel Pengelolaan

Dana BOS  di SMA I Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Transparansi Dan Akuntabel Pengelolaan Dana BOS

di SMA I Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Sekolah hal ini bisa dijadikan acuan untuk mengetahui pengelolaan

dana BOS untuk perkembangan Sekolah.

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan mengkaji masalah

yang berkaitan dengan judul skripsi ini lebih lanjut.

3. Penelitian ini dimaksudkanuntuk memperoleh gelar Sarjana Pada

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi pada Universitas Sintuwu

Maroso Poso.


